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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab
pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana Perlindungan Khusus
Terhadap Anak Di Bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Di Tinjau dari UU No. 23 Tahun 2002,(2)
Bagaimana pandangan Figh Siyasah terhadapo Perlindungan Khusus Terhadap Anak
Di Bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Sidoarjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data penelitian ini diperoleh
dan dihimpun melalui wawancara, pembacaan dan juga kajian pustaka (text reading)
dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir
induktif.

Hasil penelitian ini Diketahui bahwasannya LAPAS Sidoarjo dalam
memberi perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur terpidana narkotika
menurut UU. No 23 Tahun 2002 belum sepenuhnya memberi pembinaan kesehatan
paya merehabilitasi baik medis maupun sosial, padahal dalam pasal 67 UU No. 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwasannya perlindungan
khusus yang harus diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahguna
narkotika adalah berupa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Sedangkan menurut Figh siyasah LAPAS Sidoarjo dalam melaksanakan
tugasnya melindungi anak di bawah umur korban penyalahgunaan narkotika tidak
menyimpang dari tujuan agama yang disebut a/-Khams atau lima prinsip dasar
agama, Akan tetapi LAPAS Sidoarjo mengabaikan dua dari lima prinsip agama
Islam, HMrun-nats dan H}fzul-agl Oleh karena itu, apabila salah satu dari lima
prinsip agama Islam tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan pun tidak akan
tercipta di LAPAS Sidoarjo.

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis menyarankan agar Lapas
Sidoarjo harus tetap fokus dalam upaya untuk merehabilitasi anak dibawah umur
terpidana narkotika baik secara medis maupun sosial, karena saat ini peredaran gelap
narkotika sudah memasuki dari beberapa elemen yang salah satunya kalangan bawah
yakni kalangan anak-anak, yang mana anak sangat mudah terpengaruhi oleh barang-
barang terlarang tersebut, maka dalam hal ini orang tua dan masyarakat harus
berperan aktif tidak hanya penegak hukum.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, dalam
pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang dirumuskan. “Negara Indonesia adalah negara
hukum”, tidak serta merta menghapus karakter rechtstaat dalam konsep negara
hukum Indonesia. Karakter rechtstaat dapat dilihat pembatasan kekuasaan
negara yang tercermin dalam pembagian kekuasaan, pengakuan dan
perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas,
dianutnya prinsip equality before the law, atau keseimbangan dalam hukum dan
pemerintahan.

Tujuan negara Indonesia memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,
melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service).
Dalam penyelenggaraan kepentingan umum pemerintah dibekali instrumen
dalam bentuk wewenang pemerintahan, untuk melakukan perbuatan.

Dalam hal penyalahgunaan Narkotika, Kewenangan Pemerintah tersebut
dituangkan dengan membuat dan membentuk Undang-Undang No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Hal ini dilakukan untuk

mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika



yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan
Negara.

Di samping itu, juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk
kepentingan pengobatan dan kesehatan, serta mengatur tentang rehabilitasi
medis dan sosial.'

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di pandang sebagai suatu
ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial masyarakat.
Penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah merebak ke berbagai Negara
termasuk Indonesia, memang tidak mudah untuk menanggulanginya untuk itu
peran serta pemerinta h, masyarakat dan instansi yang terkait sangat dibutuhkan.

Dalam Agama Islam baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits tidak secara
langsung menyebut haramnya Narkotika. Namun, melihat bahaya yang
ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika hampir sama dengan minuman
keras, bahkan lebih membahayakan, maka ayat-ayat Al-Qur’an yang
menyangkut minuman keras (khamar) dapat disamakan dengan Narkotika,’

yakni dalam surat al-Maidah (5) ayat 90-91 :

' DR. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Di Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama,2010), 31

> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Narkoba Dalam Pandangan Agama,
(Jakarta : Pusat Dukungan Pencegahan Pelaksana Harian BNN, 2009), 2



sw B =

2 A o o3 E a7 2y ;/f - - ;’.f,’w/,«;/elf r 29
[ied 7 & P
J_@.ﬁ M‘f}&lﬁj&éd@jﬂ&)bk‘d L,\a.x.‘.“jo)
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) kbamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
“ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan  dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah

dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan
pekerjaan itu).””

Merujuk pada ayat di atas, Islam memandang Narkotika adalah haram
hukumnya, memang ada manfaatnya tetapi juga ada madharatnya. Namun,
kerugian dan madharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat terjadi oleh
siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun, anak yang terlibat
dalam penyalahgunaan Narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba,

melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan

169

? Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),



atau sindikat peredaran Narkotika, dimana kejahatan tersebut memang
menjanjikan keuntugan yang cukup menggiurkan.’

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam

penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana Narkotika
tidak diatur secara khusus, akan tetapi terdapat pasal pengecualian yang khusus
diberlakukan terhadap anak yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya
stelsel sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam
kasus penyalahgunaan Narkotika harus ada perlindungan khusus, sebagaimana
diatur dalam pasal 59 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang berbunyi :
“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang memjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum kasus

penyalagunaan narkotika sebagaimana dalam pasal di atas, merupakan

kewajiban tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut

* Kusno adi, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, (Malang : UMM
Press,2009), 67

> Himpunan Peraturan Perundang Undangan, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung
: Fokus Media, 2011), 22



dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar
lembaga.

Di Indonesia, lembaga yang menangani para pelanggar hukum atau
narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS), yakni
tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik
pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia,
tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan
merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. °

Lembaga Pemasyarakatan ini bertujuan memberikan pembinaan bagi
narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa
hukuman (bebas). Pembinaan tersebut diharapkan agar mereka mampu
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah
dilakukannya. Kegiatan di dalam LAPAS bukan sekedar untuk menghukum atau
menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan
menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana
yang pernah dilakukan.

Dengan demikian, jika warga binaan di LAPAS kelak bebas dari
hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya

dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi

6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan
reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LAPAS.

Di LAPAS Sidoarjo, pembinaan bagi para pelanggar hukum atau
narapidana khususnya bagi penyalahguna Narkotika oleh anak di bawah umur
kurang maksimal, disana mereka hanya mendapatkan pembinaan dan
pengawasan. Akan tetapi, pembinaan berupa kesehatan dalam upaya rehabilitasi
medis dan sosial belum sepenuhnya terealisasi di LAPAS Sidoarjo, hal ini
dikarenakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif sistem
pemasyarakatan belum diadakan. Tanpa adanya rehabilitasi medis maupun
sosial, narapidana anak dibawah umur tidak akan dapat berintegrasi secara sehat
dengan masyarakat di kehidupannya kelak karena mereka merasa minder pada
dirinya sendiri.

LAPAS Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di
bawah umur korban penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari apa yang
telah dijelaskan dari ajaran agama Islam dan sunnah Rasul dimana Islam
mengajarkan mengenai manusia memiliki hak a/-Karomah dan hak al-fadilah
dan sunah Rasul adalah Rahmatan Lil Alamin, dimana kemaslahatan atau

kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh manusia dan alam



semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan Islam diatas disebut a/-
Khams atau lima prinsip dasar agama, yaitu :’

Pertama, h}frud-din yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk
memelihara agama dan keyakinannya (a/-din). Sementara itu Islam juga
menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas
etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan
adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

Kedua, hlfzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia,
untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut
adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan,
hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-
wenangan.

Ketiga, hlfzul-agl yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi,
kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan
berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan
akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minum-
minuman keras dan lain-lain.

Keempat, hlfzun nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi
setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa depan

keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

7 Abdul Wahid dan M.Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung :
PT.Refika Aditama, 2001), 104



Kelima, hlfzul ma>jaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan
harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil
hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.®

Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan
pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan
pidana-pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia.
Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan akal, contohnya manusia dilarang
melakukan tindak penganiayaan, pembunuhan kepada sesama manusia dan
tindakan pidana menggunakan barang terlarang seperti narkotika karena dapat
merusak saraf (akal) dari yang memakainya.

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam masalah upaya
rehabilitasi medis maupun sosial terhadap anak di bawah umur terpidana
Narkotika belum sepenuhnya terealisasi, maka sangat penting penulis
membahas masalah Perlindungan khusus yang dilakukan Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) terhadap anak di bawah umur terpidana kasus
narkotika, dimana Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu lembaga
pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan melindungi secara
penuh anak-anak yang melanggar hukum. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh

tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus

¥ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1993), 329



Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Ditinjau Dari UU

No. 23 Tahun 2002 Dan Fikih Siyasah.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari keterangan latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut :

1.

2.

Dampak dan bahaya Narkotika bagi masyarakat

Sanksi hukuman bagi penyalahguna Narkotika

Latar belakang Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo

Perlindungan Khusus terhadap anak di bawah umur terpidana kasus
narkotika di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Tinjauan UU No. 23 Tahun 2002 terhadap Perlindungan Khusus terhadap
anak di bawah umur terpidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan
(LAPAS) Sidoarjo

Tinjavan Fikih Siyasah terhadap Perlindungan Khusus terhadap anak di
bawah umur terpidana kasus narkotika di lembaga pemasyarakatan
(LAPAS) Sidoarjo

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan

masalah dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut :
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Perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur terpidana kasus
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo ditinjau dari UU
No. 23 Tahun 2002 ?

Pandangan Fikih Siyasah terhadap Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di
bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS) Sidoarjo ?

C. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur
Terpidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo
Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 ?

Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap Perlindungan Khusus
Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran

hubungan topik sejenis yang akan diteliti penulis yang pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal,

sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara

spesifik mengkaji tentang Perlindungan Khusus Terhadap Anak Di bawah Umur
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Terpidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo
Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Dan Fikih Siyasah.

Penulis hanya temukan skripsi yang ditulis oleh Mar’atus Sholihah
mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel
Surabaya, yang membahas tentang ‘“Perlindungan saksi dan Korban Pasca
Perkara di Putuskan (Analisis Menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dan Figih Siyasah)”’

Dari hal di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis tidak mengulang
penelitian sebelumnya. Oleh karena itu menjadi penting kiranya untuk mengkaji
lebih jauh tentang Perlindungan Khusus terhadap anak di bawah umur terpidana
kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo mengingat
lembaga ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai
wewenang dalam melindungi dan membina masyarakat. Dan juga bagaimana
tinjauan UU No. 23 tahun 2002 dan Fikih Siyasahterhadap perlindungan khusus
terhadap anak di bawah umur terpidana kasus narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan kaitannya terhadap perlindungan dan pembinaan masyarakat,
karena Fikih Siyasah ini merupakan salah satu aspek hukum Islam yang

membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara

demi mencapai kemaslahatan bersama.

*Mar’atus Sholihah, Per/indungan saksi dan Korban Pasca Perkara di Putuskan (Analisis
Menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sakai dan Korban dan Figih Siyasah),
(Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)
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Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin
dicapai penulis antara lain :

1.  Untuk mengetahui bagaimana perlindungan khusus terhadap anak di bawah
umur kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo
ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2002

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan khusus terhadap anak di bawah
umur kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

ditinjau dari Fikih Siyasah.

Kegunaan Hasil Penelitian
1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan
pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya jurusan Siyasah
Jinayah. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam
pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-
hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pembinaan bagi narapidana

pada instansi atau lembaga yang terkait dengannnya.
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2. Secara Praktis
Dapat dijadikan landasan bagi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip

ketatanegaraan menurut Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit tentang arah dan
tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih
dahulu beberapa variabel yang ada dalam judul di atas :

Perlindungan khusus anak di bawah umur terpidana narkotika adalah
perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) melalui upaya
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan
masyarakat.

Fikih Siyasah adalah Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada
kemaslahatan.

Dengan demikian definisi operasional judul dari Perlindungan Khusus
Terhadap Anak Di bawah Umur Terpidana Kasus Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Dan

Fikih Siyasah.
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H. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan II A Sidoarjo
yang terletak di Jalan Sultan Agung No.32 Sidoarjo.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan
penelitian lapangan (field research). Sebagai sumber praktis penelitian ini
dilakukan langsung di Lembaga Pemasyarakatan II A Sidoarjo . Hal ini
dilakukan untuk memperoleh data, baik bersifat data observatif, data hasil
wawancara maupun data dokumenter, penelitian ini juga bersifat kualitatif,
karena data yang diperoleh dianalisis secara verbal-deskriptif. Hal ini akan
mempermudah dalam penelitian pada masalah perlindungan khusus yang
diberikan oleh pihak LAPAS Sidoarjo terhadap anak di bawah umur
terpidana narkotika.
3. Subyek Penelitian
Subyek penelitian yang diwawancarai oleh peneliti dalam
memperoleh data tentang bagaimana perlindungan khusus yang diberikan
oleh pihak LAPAS Sidoarjo terhadap anak di bawah umur terpidana
narkotika adalah KALAPAS, KASI BINADIK, KASUBSI BIMKESWAT,

dan 3 dari 7 narapidana narkotika.
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Data yang Dikumpulkan

Data yang di kumpulkan untuk di himpun dalam pembahasan studi

ini adalah sebagai berikut :

Data tentang bagaimana cara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak di
bawah umur terpidana kasus narkotika

tentang kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan
sebagai unit pelaksana teknis perlindungan dan pembinaan bagi

Narapidana yang ada hubungannya dengan kajian Fikih Siyasah.

5. Sumber Data

Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara
langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara (interview)
dan pustaka dari beberapa data di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten
Sidoarjo yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi. Interview
dilakukan kepada KALAPAS, KASI BINADIK, KASUBSI
BIMKESWAT, dan narapidana narkotika.
Sumber Sekunder

Merupakan sumber yang mendukung sumber primer, baik dari

buku, media massa (internet), artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya.
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Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang

ada kaitannya dengan topik bahasan diantaranya, yaitu :

1.

2.

Tugas Negara Menurut Islam, karya Ibnu Taimiyah

Al-Ahkam Al-Shulthoniyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara
Islam,karya Al- Mawardi

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini, Badan
Narkotika Nasional

Penanggulangan Tindak pidana Narkotika Oleh Anak,Karya Kusno
Adi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia, Karya Maidin Gultom

Metodologi Penelitian karya Chalid Narbuko, Abu Ahmad
Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, karya M.Igbal

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkotika dan
Psikotropika, Karya Tim Redaksi Nuansa Aulia

Himpunan Peraturan Perundang - Undangan, Undang-Undang

Perlindungan Anak

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan jenis

teknik yang dipergunakan sebagai usaha untuk memperoleh informasi

terhadap masalah yang dibahas, antara lain :
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Interview (wawancara)

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
wawancara secara lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak di
bawah umur terpidana kasus narkotika di LAPAS Sidoarjo.
Dokumentasi

Adalah suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan LAPAS Sidoarjo dalam
memberikan perlindungan khusus terhadap anak di bawah umur

terpidana kasus narkotika.

7. Teknik Pengelolaan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang

bersangkutan, (studi lapangan), dan bahan pustaka, yang selanjutnya diolah

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a.

Editing, yaitu memeriksa kembali data secara cermat tentang
kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang
telah dihimpun, sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut
menjadi sebuah pokok bahasan yang telah diperoleh dalam kerangka

laporan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk penelitian ini.
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8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan
menggunakan metode deskriptif” kualitatit' yaitu dengan menggambarkan
atau menjelaskan data tentang anak di bawah umur terpidana narkotika ndi
LAPAS Sidoarjo secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian
memberikan argument (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara
logika induktif, yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan
kenyataan dari hasil penelitian tentang bagaimana perlindungan khusus
bagi anak di bawah umur terpidana narkotika di LAPAS Sidoarjo yang

bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka
pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung
sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya
sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, Tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang
menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya
mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian,
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dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik mengelola data, dan teknik analisis data.

Bab Kedua, Tentang landasan teori yang mencakup tentang konsep
ketatanegaraan Islam (7ikih siyasah), teori penyerahan atau
pelimpahan kewenangan dalam kajian fikih siyasah.

Bab Ketiga, Tentang pembahasan, bab ini membahas setting penel itian yang di
dalamnya mencakup tentang Perlindungan khusus terhadap anak
di bawah umur terpidana kasus narkotika di LAPAS Sidoarjo
serta kewenangan apa saja yang
dilimpahkan dan implementasinya.

Bab Keempat, Tentang analisis, bab ini berisi tentang analisis penulis dalam
penelitian tersebut.

Bab Kelima, Tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari

penulis.



BABII

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
MENURUT UU NO.23 TAHUN 2002 DAN FIQH SIYASAH

A. Kebijakan Perlindungan Anak

1.

Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anank sebagai generasi muda yang akan meneruskan
cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan
sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat
kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh an berkembang dengan wajar baik
secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan
kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan
peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa
dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun
mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan
sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya deadilan dalam

suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam

20
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berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.! Kegiatan
perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan
bagi kegiatan perlindungan anak. >

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupn diri anak itu
sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat
negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan
bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha
perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif,
kekreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada
orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki
kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan
kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta
pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu
diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan
perlindungan anak secara keseluruhan. Pelaksanaan perlindungan anak,

harus memenuhi syarat antara lain :

' Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 33
*Ibid, 37
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
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Merupakan ppengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan
anak

Harus mempunyai landasan filsafat etika dan hukum

Secara rasional positif

Dapat dipertanggung jawabkan

Bermanfaat untuk yang bersangkutan

Mengutamakan perspektif kepentinga yang diatur

Tidak bersifat aksidental an komplimenter

Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan)
Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan

pribadi atau kelompok

10) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisi

11) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia

12) Berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan target

13) Tidak merupakan faktor kriminogen dan fiktimogen

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak

langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan

kepada nak yang menjadi sasaran penangannan langsung. Kegiatan seperti

ini dapat berupa mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai

cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Sedangkan

perlindungan anak secara todak langsung yaitu kegiatan tidak langsung
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ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan yang terlibat
dalam usaha perlindungan anak.’
2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak
Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 UU No. 23
tahun 2002 menentukan :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota
masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha
dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung
jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan
anak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha
perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu :

a) Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak
asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran

anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. (pasal 21)

’ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 38

* Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung
:Fokus Media, 2011), 9
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b) Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana
dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22)
¢) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23)
d) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24)’
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan
anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 25 UU No. 23 Tahun 2002).
Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orng tua dalam usaha
perlindungan anak diatur dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu:
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya; dan
c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,

atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

5 Ibid, 10
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tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 dapat beralih kepada keluarga, yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Hukum Perlindungan Anak
a. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan
sendiri, yang tidak hanya sama, tetap juga kadang-kadang
bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata
kepentingan tersebut yang menyangkut kepentingan anak yang diatur
oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
anak yang disebut dengan hukum perlindugan anak.

Arif Goesita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak
adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak
benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan
menurut Bisman Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan
anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan
bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum

dibebani kewajiban.’

% Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 43
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Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin
hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa : hukum
adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara
pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak
menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak
benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan
hak asasinya.

Dalam UU No.23 tahun 2002, anak yang melakukan tindak
pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam prespektif Konvensi Hak Anak/KHA (Convention The Rights
Of The Children/CRC), anak yang berkonflik dengan hukum
dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (Children In Need Of
Special Protection/CNSP). UNICEF menyebut anak dalam kelompok
ini sebagai Children In Especially Difticult Circumtances (CDEC),
karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentang mengalami
tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga (berada dalam
lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa
regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.
Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut

tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang
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dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak
menjalani hidup.

Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa,
anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus
diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, harus tetap
memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan,
dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak
dapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Pasal 330 kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa
apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih
dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak menenukan bahwa anak adalah seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah
kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948)
menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan
berumur 14 Tahun ke bawah.®

Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa

bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum

7 http://fhuk.unand.ac.id/file/2202111229 _jurnal-nilma.pdf
¥ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 31
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terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Adat menentukan
bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi
ukuran yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri; cakap melakukan
yang disyatratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus
kekayaan sendiri.

Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah
yang belum aki/ baligh. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa
(minderjarig), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali
apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk
bersetubuh (geslachtssrijp) tetapi tidak boleh kurang dari 9 ( sembilan)
tahun. Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksud nya adalah
cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa
pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah
dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra
berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun.
Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat
diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia
tersebut diatas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan
bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima

belas) tahun.
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Dalam UU No. 3 tahun 1997 pada pasal 1 angka 1 ditentukan
bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi
penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi
ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai
peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang
mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang
merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang
berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Oleh karena itu UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak telah mengatur tentang Perlindungan Khusus yang dapat
diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih
tepatnya diatur dalam pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak, yang berbunyi :
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Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak
dalam situasi darurat, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak
yang dieksploitasi secara ekonomi dam/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban
penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.’

Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adikatif
lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya,
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dalam pasal
67 UU No.23 tahun 2002."

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah bertanggung jawab memberi pengawasan dan pencegahan
yang lebih terhadap anak tersebut agar tidak mengulanginya,
memberikan perawatan serta rehabilitasi medis dan sosial sebab baik
pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalaninya.

Dalam pasal 54 sampai 59 UU No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika, dijelaskan bahwa untuk perawatan, pengobatan dan/atau

rehabilitasi medis bagi anak korban penyalahgunaan narkotika maupun

’ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung
:Fokus Media, 2011), 22
' 1bid,19
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pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau
masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional setelah
mendapat persetujuan dari Menteri.''
b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Pemasyarakatan
Dalam pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan
dikenal ada 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu: 1) ayomi dan berikan
bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga
masyarakat yang baik dan berguna; 2) penjatuhan pidana bukan
tindakan balas dendam oleh negara; 3) berikan bimbingan bukan
penyiksaan, supaya mereka bertobat; 4) negara tidak berhak membuat
mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi
pidana; 5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak
didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan oleh
masyarakat; 6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh
bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan
untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-
waktu saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan
produksi; 7) bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana
dan anak didik harus berdasarkan pancasila; 8) narapidana dan anak

didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus

' Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Narkotika dan Psikotropik , (Bandung :
Nuansa Aulia, 24-27
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diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia
harus dihormati; 9) narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana
hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami;
10) disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung

fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.'”

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Figh Siyasah
1. Perlindungan Terhadap Anak
Tujuan umum syar’i (pembuat hukum) dalam pembentukan hukum
Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin
kebutuhan pokoknya (d}muriyyah) dan memenuhi kebutuhan sekunder
(hajiyyah) serta kebutuhan perlengkapan (tahsjiyyah). Dan menyelapkan
bahaya dari mereka, maka apabila daruriyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah
mereka telah terpenuhi berarti telah terealisasikan kemaslahatan mereka."
Adapun hal yang bersifat daruriyah adalah sesuatu yang menjadi
pokok kebutuhan kehidupan manusia dan wajib adanya untuk menegakkan
kemaslahatan bagi manusia itu (primer) apabila tanpa adanya sesuatu itu
maka akan akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia, dan tidak

akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran

"2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 136

"> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1993), 329
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dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat primer bagi manusia

berpangkal pada memelihara 5 perkara, yaitu :

a)

b)

Al-Muha>fa}h ala>al-din>wmemelihara agama)

Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama,
manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab
beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu
agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya
intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi
kebebasan beragama, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat

256:

P

N fﬁuj,_uu,&u.dgjt LENTHE 6 il 39351 Y

(Cj)jfgéc.;wwl) fL@_ﬂ_ﬁ‘Y )Jl fajbd,;.:./w\,\.u

-

Artinya : 7Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan
yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia
telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak
akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.”*

Al-Muha>fa}h ala>An-Nafs (memelihara jiwa)
Memberikan jaminan atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk
tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini menuntut adanya

keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan),

180

'* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),
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pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan
dan pembunuhan.'
c) Al-Muha>fa}ahAla>Al-Aql (memelihara akal)

Adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan
mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan
berbagai aktifitas ilmiah, dalam hal ini Islam melarang adanya
kerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi,
minuman keras, dan lain-lain.

d) Al-Muha>fath Ala*Al-Ird (memelihara kehormatan)

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman
dera 100 kali bagi lelaki dan wanita yang berzina dan hukuman dera 80
kali bagi penuduh zina.

e) Al-Muha>fa}h Ala>Al-Ma>Ymemelihara harta)

Dimaksud sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti
dan lain-lain, dan larangan adanya tindakan mengambil dari harta orang
lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, merampok, dan lain-lain.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa memelihara agama,
jiwa, akal, kehormatan, dan harta merupakan hal-hal yang diharuskan

bagi manusia, karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Islam telah

"> Abdul Wahid dan M.Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,( Bandung:
PT.Refika Aditama, 2001), 104
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mensyariatkan  bagi masing-masing lima perkara itu hukum yang
menjamin realisasinya dan pemeliharaannya.

Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan khusus

terhadap anak di bawah umum terpidana narkotika yang dimaksud dalam
pembahasan ini adalah yang menyangkut jiwa dan akal.

a) Perlindungan Terhadap Jiwa

Adapun hak-hak dan hukum-hukum bagi anak adam yang
menyangkut masalah jiwa disebutkan dalam al-qur’an surat Al-An’am

ayat 151 :

Lo ke
>
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Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas
kamu  oleh  Tuhanmu  Yaitu:  janganlah — kamu
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah
terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami
akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan
Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji,
baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi,
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang
benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya
kamu memahami(nya).”’

234

'® Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),
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Motivasi pembunuhan yang dijelaskan oleh surat al-An’am
diatas, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan
kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat
lahirnya anak.oleh karena itu disini Allah segera memberi jaminan
kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa : kami akan memberi rizki
kepada kamu, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan
rizki untuk anak yang dilahirkan, yakni melalui lanjutan ayat tersebut
dan kepada mereka yakni anak-anak mereka. Karena itu dalam ayat
tersebut ada penambahan kata Khasya, yakni takut. Kemiskinan yang
dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami oleh
anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu
segera menyampaikan bahwa kami-lah yang akan memberi rizki kepada
mereka, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup
akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rizki itu,
batulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan kalimat “ Dan
juga kepada kamu”."”

Menurut Abul A’la Al-Maududi, hak asasi yang paling utama

adalah hak untuk hidup, sebagaimana dalam al-qur’an surat Al-Maidah

ayat 32 :

' M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Darul Falah, 1995),334-335
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Artinya : Oleh karena itu Kami ftetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya telah datang kepada mercka Rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu.sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi.'®

Begitu besar penghargaan Islam terhadap hak asasi manusia
dalam hal perlindungan terhadap jiwa. Allah SWT sampai
mengingatkan bahwa menghabisi jiwa-jiwa seseorang bagaikan
mengakhiri kehidupan masyarakat dan memelihara jiwa seseorang
bagaikan memelihara kehidupan manusia seluruhnya.

b) Perlindungan Terhadap Akal

Allah telah mengkaruniakan kelebihan akal yang dapat
membedakan antara kebaikan dan keburukan, manfaat dan bahaya,
memberikan kebebasan, serta membebankan tanggung jawab terhadap
segala perbuatan yang dilakukan. Dengan segenap modal tersebut,

manusia menjadi layak untuk mengemban amanat sebagai khalifah dan

'8 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),
151
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pembangunan di muka bumi. Jika mereka tidak bisa menggunakan
kebebasan dan potensi akalnya dengan baik, maka akan melenceng
perilaku mereka. Perilaku melenceng inilah yang akan mengakibatkan
perkelahian dan pertengkaran antarmanusia. Salah satu hal yang
menyebabkan akal manusia menjadi melenceng adalah khamr.
Mengkonsumsi khamr dapat menghilangkan kesadaran dan akal
manusia.

Oleh karena itu minum khamr diharamkan bahkan dipandang
najis oleh semua ulama ahli fikh karena menyebabkan hilangnya
kesadaran manusia. Al Qur’an secara tegas telah melarang minuman
khamr, yaitu minuman yang memabukkan yang menjadi sumber
keresahan, permusuhan, dan kebencian yang akan menghancurkan
persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari
bertakwa kepada Allah SWT. Narkotika dan sejenisnya merupakan
jenis minuman keras."” Termuat dalam QS Al Maidah ayat 90-91 :

sw $H =
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Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, sesungguhnya
minumankhamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi
nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk
perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan . Sesungguhnya setan itu
bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian

' htt p://mimosachelys.blogspot.com/2010/12/perlindungan-terhadap-akal-hafdz-al.html


http://mimosachelys.blogspot.com/2010/12/perlindungan-terhadap-akal-hafdz-al.html

39

di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat,
maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. ”*’

Dalam Islam, narkotika ini sering disebut juga “hasjdfi. Dalam
kitab “His gatul As Syariali’ karangan Ibnu Taimiah disebutkan bahwa
,\“Has/q}itu hukumnya haram dan orang yang meminumnya dikenakan
hukuman sebagaimana orang meminum khamr”, Ulama Hanafiah
berpendapat, “Barangsiapa yang memakan/meminum  hasyisyi
hukumnya zindiq (kafir) serta bid’ah”.*'

c.  Perlindungan Korban

Islam datang dengan semangat keadilan dan persamaan, maka
Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja
yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan
memberi hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan
melanggar hukum.

Syechul Hadi Purnomo memaparkan, secara kualitatif tujuan
hukum Islam selaras dengan fungsi risalah nabi Muhammad SAW,
yaitu “Rahmatan Lil ‘Alamin”, untuk menciptakan rahmat bagi alam

semesta. Rahmat itu dapat dujabarkan menjadi tiga fase antara lain :**

%% Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),
120

*! Ibnu Taimiyah, Pedoman Islam Bemnegara, (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1997),
144

> Abdul Wahid dan M.Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,( Bandung:
PT.Refika Aditama, 2001), 88
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a) Tahzlbul Fard (mendidik dan memperbaiki individu), untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia

b) Iqa>mtul ‘Adil fil Jama>gh (menegak luruskan keadilan di tengah-
tengah masyarakat)

c) Tahqiqul Mas{zlih (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan),
kemashlahatan-kemashlahatan adalah Ja/bul Mana>fi(menciptakan
manfaat-manfaat) dan Dar’ul/ Mafa>sl (menanggulangi kerusakan-
kerusakan).

Di dalam kaidah-kaidah fighiyyah juga dijelaskan bahwa :
A =SV A

“Menghindari  kemafsadatan  (kerusakan) dan  mendatangkan

kemaslahatan”>>

Penjelasan dari kaidah ini adalah apabila dalam suatu perkara
terlihat adanya kemafsadatan (kerusakan) maka harus dihindari, sebab
kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan
mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, karena suatu kemafsadatan yang
dihindari dengan sendirinya akan mendatangkan kemaslahatan.

Sedangkan Kaidah fighiyyah yang khusus di bidang siyasah juga
menyatakan bahwa “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya

bergantung kepada kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa

3 Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Figih, ( Jakarta : Kalam Mulia, 1992), 10
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seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat,
bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun
golongannya. Pemimpin disini mempunyai cakupan yang luas
diantaranya Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan pemimpin yang
menangani tentang pemasyarakatan dalam melindungi narapidana.

Oleh karena itu, Islam mewujudkannya melalui misi Rasulullah
SAW yakni Rah)mtan Lil ‘A>mi>n, yang diturunkan untuk
menegakkan kemashlahatan umat dan dapat berwujud untuk perbaikan-
perbaikan perilaku ketentraman sosial dan mencegah berbagai bahaya
seperti tindak pidana pembunuhan, korban penyalahguna narkotika, dan
tindak kejahatan lainnya.

Dengan demikian, manusia memiliki hak a/-Karamah dan hak
al-Fadah, apabila dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan
tawaran utama seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi
(pengejawantahan) misi atau tujuan Islam diatas disebut a/-Khams atau
lima prinsip dasar agama, yaitu : **

Pertama, hMzud-din yaitu memberikan jaminan kepada umat
Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (a/-din). Sementara
itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama

yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan

2 Ibid, 104
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beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan
yang lain.

Kedua, hlfzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa)
manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini,
Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas
penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari
penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Ketiga, hjfzul-aqgl yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan
berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini,
melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini,
Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan,
penggunaan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan lain-
lain.

Keempat, h/fzun nasl yaitu merupakan jaminan atas kehidupan
privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan
masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan
berkualitas.

Kelima, hMrul ma>kaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas
pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya
tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi,

monopoli, dan lain-lain.
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Diantara kelima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan
tujuan pidana islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu
keunggulan tujuan pidana-pidana islam dibandingkan dengan tujuan
hukum pidana Indonesia. Misalnya dalam soal perlindungan jiwa dan
keturunan, contohnya manusia dilarang melakukan tindak
penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran fisik lainnya kepada
sesama manusia. Begitu besar penghargaannya terhadap hak asasi
manusia seperti dalam hal perlindungan (pemeliharaan) jiwa, Allah
SWT sampai mengingatkan bahwa menghabisi jiwa seseorang bagaikan
mengakhiri kehidupan masyarakat, dam memelihara jiwa seseorang
seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Hal

inisebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat al maidah ayat 32 :
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Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil, bahwa.: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia,
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan
karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan
Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa
yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami
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dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas,
kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-
sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka
bumi™

Prinsip kemanusiaan juga menjadi basis dari relasi sosial dalam
kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh berbuat jahat
terhadap orang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik
dan membantu sama lain, yang kuat memberi perlindungan kepada
yang lemah. Seharusnya pihak aparat pemerintah memberikan
perlindungan penuh kepada korban tindak kejahatan apapun, misalnya
saja tindak kejahatan pembunuhan, pencurian, penyalah guna, korupsi
dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak dan Korban
Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan
melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan
sejalan dengan progam reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi
tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Dalam al- Qur’an
surat 22 ayat 1 menjelaskan bahwa orang-orang muslim itu adalah mereka
yang jika kami beri kekuasaan dimuka bumi, mereka akan mengerjakan

shalat, menunaikan zakat, mendorong berbuat kebajikan dan melarang

* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),
190
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berbuat kemunkaran. Namun di tangan ALLAH SWT jaulah akibat semua
urusan.

Berdasarkan al-Qur’an pada surat 4 ayat 59 yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.””’

Hikmah dari perintah diatas adalah bahwa haruslah ada suatu
lembaga yang akan berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang
harus selalu tetap berpedoman pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Adapun
lembaga-lembaga tersebut adalah :

a) Majlis Taqni>nwLembaga Legislatit)

Majlis Tagni>n merupakan merupakan lembaga yang
berdasarkan triminologi figh disebut sebagai “lembaga penengah dan
pemberi fatwa” (ahl al-hal>»wa al-‘aqd). Cukup jelas bahwa suatu negara
yang didirikan dengan dasar kedaulatan de jure Tuhan tidak dapat
melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al-Qur’an dan As-
Sunnah.”’

Lembaga legislatif dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah

fungsi diantaranya adalah :

142

*® Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),

*7 http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga-negara-islam.htm]
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2)

3)

4)
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Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasul-
Nya., meskipun legeslatif tidak dapat mengubah atau
menggantinya, namun demikian dalam hal ini hanya legeslatiflah
yang lebih berkompoten untuk menegakkannya dalam susunan dan
bentuk pasal demi pasal, dengan menggunakan defenisi-defenisi
yang relevan serta rincian-rinciannya, juga menciptakan peraturan-
peraturan dan undang-undang untuk mengundangkannya.

Jika pedoman-pedoman dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah
mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka
legeslatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus
ditempatkan dalam kitab Undang-undang dasar.

Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah,
fungsi Majlis Tagni>n (lembaga legislatif) ini adalah untuk
menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang
sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam.

Jika dan dalam masalah apapun Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak
memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah
ini juga tidak ada dalam konvensi A/-Khulata Al-Rasyidin, maka

kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan kita bebas
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melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang
terbaik.”®

Adapun tugas dari lembaga legislatif adalah membuat undang-
undang. Ruang lingkup perlindungan anak dan korban masuk ke dalam
lembaga legislatif yang membuat undang-undang tersendiri untuk anak
dan korban untuk dilindungi dan mendapat perlindungan dari aparat
penegak hukum.”

b) Majlis Tanfidz (Lembaga Eksekutif)

Tujuan sebenarnya dari Majlis Tanfidz (lembaga eksekutif)
adalah untuk menjalankan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan
melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat
agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan
dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Zhul Amir adalah sebagai kepala dalam Majlis Tanfidz
(lembaga eksekutif) ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Amir
itu harus mempunyai kekuasaan yang luas dalam majlis ini. Kepala
Majlis Tanfidz ini di beri kuasa untuk membuat peraturan-peraturan
yang bersifat umum, akan tetapi dalam hal urusan Administarasi negara

kepala Majlis Tanfidz tidak diperkenankan untuk ikut terlibat di

28 -
1bid,
¥ Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung : Mizan,
1995), 345
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dalamnya, karena kepala Majlis Tanfidz wewenangnya hanya sebatas
kepala majlis saja.

Sebagai rakyat tentunya apapun keputusan Amir harus di
patuhi, hal ini berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, kaum Muslimin
diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa 7anfidz
(eksekutif) ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa
dan pelanggaran alias tidak melakukan maksiat.

Majlis Qadla (Lembaga Yudikatif)

Majlis Qadla adalah lembaga yang eksis untuk menjamin
perdamaian dalam negeri suatu negara dan ketentaraman rakyat. Ia
adalah tempat untuk merespon kebutuhan kepala pengusutan perkara
semisal pelanggaran terhadap hak masyarakat. Ia adalah institusi yang
berwenang membela dan melindungi hak setiap warga dari pelanggaran
yang dilakukan oleh siapapun, termasuk pejabat pemerintah.

Mengenai lembaga yudikatif ulama’ banyak berbeda pendapat
utamanya mengenai syariah yang tidak menerangkan secara detail salah
satu sistem pengadilan, namun dalam syariah itu sendiri hanya
memberikan batasan pada undang-undang pokok secara umum yang
menyangkut susila pengadilan (termasuk cara dimana hakim harus

bertindak).
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Jika Majlis Qad}aselaraskan dengan Lembaga Yudikatif saat ini
maka kemandirian Yudikatif akan menjamin perdamaian dalam negeri
suatu negara dan ketentaraman rakyat. Tidak akan ada jumlah hak atau
hak-hak istimewa yang tertulis dalam undang-undang, yang dapat
memberikan kepuasan jika pengadilan-pengadilan ini masih di

interfensi oleh yang berkuasa.”

C. Kelembagaan Perlindungan Anak dan Korban Dalam Islam
Dalam Islam lembaga perlindungan anak dan korban termasuk dalam
Wilayah Al-H/sbah. Arti hisbah sendiri adalah menyuruh kepada kebaikan jika
terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemunkaran
jika terbukti kemunkaran dikerjakan. Atau merupakan kewenangan menjalankan
amar ma’ruf ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah
kemungkran ketika yang munkar mulai dikerjakan perang secara nyata.’' Allah

ta’ala berfirman :
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Artinya : “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari

%% http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga-negara-islam.html
*! Imam al-Mawardi, A/-Ahkam As-Sultoniyyah, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 398
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yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali
Imran : 104)”

Dilihat dari definisi diatas, sesungguhnya wilayah al-h/sbah disebut
lembaga pengawas atau polisi moral, karena wilayah al-h/sbah pernah hadir
sebagai bagian dari sejarah peradilan Islam dan beberapa negara Islam
memilikinya sampai sekarang, sebagai contoh Nanggro Aceh Darussalam di
Indonesia, maka lembaga ini dapat juga dikelompokkan kepada lembaga
peradilan di dalam sistem peradilan Islam.

Wilayah al-h/sbah merupakan lembaga pemerintahan dalam hukum
tatanegara Islam yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menegakkan a/-
amr bil al ma’ruf wa al nahy ‘an al-munkar, yang menyangkut segala aspek
kehidupan.”

Ruang lingkup tugas wilayah al-h/sbah meliputi berbagai aktifitas untuk
mengajak berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, baik yang
terkait dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia maupun hak bersama Allah dan
manusia.”* Dengan demikian, wewenang wilayah al hisbah mencakup seluruh
pelanggaran terhadap prinsip amar ma’ruf nahi munkar di luar wewenang hak
wilayah a/-qad}adan wilayah al madhalim, yang berkaitan dengan pelanggaran

esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut akidah muamalah.
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*? Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),

*> Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), xiii
** Imam al-Mawardi, A/-Ahkam As-Sultoniyyah, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 412
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Wilayah al-h/sbah juga memiliki wewenang menyelesaikan kasus-kasus
melalui mekanisme sebagaimana layaknya sebuah pengadilan seperti mengadili
perjudian, kecurangan dalam perdagangan, dan lainnya. Dengan demikian,
wilayah al-hlsbah adalah lembaga yang khusus berwenang mengawasi dan
menyelesaikan perkara-perkara moral serta melaksanakan tugas-tugas amar
ma ’ruf nahi munkar demi menjalankan hak-hak kemaslahatan hidup masyarakat.

Menurut Al- Mawardi Hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan jikan
terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dialmalkan) dan melarang dari
kemunkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.”

Sedangkan menurut Hasby Asshiddigie dalam bukunya * Peradilan dan
Hukum Acara Islam “ Menerangkan bahwa /4/9bah merupakan tugas keagamaan,
masuk kedalam bidang a/-amr bil al ma’ruf wa al nahy ‘an al-munkar. Tugas ini
merupakan suatu tugas fardu yang harus dilaksanakn oleh penguasa. Karenya
penguasa harus mengangkat untuk tugas ini kepada orang-orang yang dipandang
cakap.’

Pelanggaran a/-h/sbah dapat dikenai hukuman ta’zir, seperti peringatan,
ancaman, celaan, penjara, pukulan atau cambukan dan lain-lain. Menurut para
ahli fiqih, a/ muhtasib harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu

pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatan lagi.

* Al Mawardi, al-ahkam al-sulthaniyah prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara Islam,
Terjamahan Fadli Bahri, (Jakarta, darul Falah, 2000), 400

*® Hasby Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang : Pustaka Rizki Putra,
1997), 96
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Menurut Ali ad-Duraib mengatakan bahwa sekalipun wilayah a/-h&bah
secara lembaga tidak ada lagi dibeberapa negara Islam masih tetap berjalan.
Wewenang wilayah a/-h&bah, menurutnya telah tersebar dan ditangani oleh
berbagai departemen, seperti Departemen Wagaf, Departemen Sosial,
Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan,
Departemen Dalam Negeri dan bahkan oleh Angkatan Bersenjata di setiap
negara.

Wilayah a/-h/sbah merupakan lembaga yang lebih mirip dengan isnstitusi
kepolisian dan penjaga moral, tetapi dan pernah dapat juga menjalankan fungsi
dan tugas peradilan sehingga digolongkan sebagai salah satu lembaga peradilan
di dalam sistem peradilan Islam.

Wilayah al-h/sbah ini yang ditetapkan oleh hukum Islam di dalam garis
besarnya menyerupai jawatan penuntut umum. Walaupun antara lembaga //9bah
dengan lembaga penuntut umum ada beberapa perbedaan, namun secara garis
besar dapat dikatakan bahwa tugas A /sbah dalam hukum Islam merupakan dasar
bagi penuntut umum sekarang ini.’” Sudah nyata kita ketahui, bahwa prinsip-
prinsip pokok dari hukum Islam memungkinkan jawatan AMbah diatur dan
disusun dengan cara yang sesuai dengan keadaan masa dan tempat serta

memenuhi kemaslahatan manusia.

*" Hasby Asshiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang : Pustaka Rizki Putra,
1997), 100



BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR TERPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN SIDOARJO

A. Latar Berdirinya Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

1.

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Di Indonesia dewasa ini menganut falsafah pembinaan narapidana

yang dikenal dengan nama “Pemasyarakatan” yang mana istilah penjara
telah diubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” yaitu sebagai wadah
pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan. Adapun
pokok-pokok pemasyarakatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963

oleh Dr. Saharjdo, SH saat beliau menerima gelar Doctor Honoris
Causa (pidato pohon beringin pengayoman), yakni Lembaga
Pemasyarakatan adalah pengambilan dari istilah penjara yang
dihubungkan dengan sistem perlakuan dengan cara membimbing,
mendidik, dan melatih narapidana baik aspek pengetahuan maupun
aspek keterampilan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi

dibuat jera, melainkan dibina untuk kemudian di masyarakatkan. Oleh

53
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karena itu, dahulu Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan
penjara.'

b) Pemasyarakatan berarti kebiksanaan dalam perlakuan terhadap
narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan
kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang “tersesat jalan” dan
memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali dalam
masyarakat.

c) Pemasyarakatan menurut pasal 1 UU No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam
tata peradilan pidana.’

Dari pokok-pokok tentang pemasyarakatan diatas, dapat diambil
kesimpulan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses kegiatan pembinaan
terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya
ditempatkan dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Di Indonesia, masyarakat yang terdiri dari orang dewasa maupun
anak-anak yang melanggar norma hukum dan melakukan tindak pidana bisa
dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa pidana penjara, kurungan, dan

tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,

' Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta : Djambatan, 1995), 47
? Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
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pembinaan, dan latihan kerja.’ Hal tersebut, oleh pihak penegak hukum

mereka akan ditempatkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan,

sebagaimana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo.

Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo didirikan pada masa
pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1830 Masehi di atas tanah hibah
dari Enggedon, dengan luas tanah sekitar 9.615 meter persegi. Pada tahun
anggaran 1980/1981 bangunan LAPAS ini mengalami penambahan
bangunan, yaitu blok belakang dan ruangan pendidikan sehingga berbentuk
huruf “ L”. Pada masa itu Lembaga Pemasyarakatan ini masih bernama
Buwen dan setelah Indonesia merdeka barulah bernama penjara.”

Sistem kepenjaraan pada masa tahun 1930-an, memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :

1) Dimana orang-orang hukuman harus dianggap sebagai obyek daripada
perlakuan petugas penjara, dan bukan sebagai obyek yang harus
dihormati hak-hak asasinya.

2) Dengan bertitik tolak atas dasar pandangan bahwa hukuman itu
bertujuan sebagai pembalasan dendam dan membuat jera pelaku
kejahatan

3) Serta masih mempergunakan hukuman badan bagi orang-orang

hukuman yang melanggar tata tertib penjara

? http://fhuk.unand.ac.id/file/2202111229 _jurnal-nilma.pdf
* Ibu Titin Bagian Kaur Umum, Wawancara, Sidoarjo, 25 Juni 2012
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4) Dan cara perawatan (makan, pakaian, dan kesehatan) jauh daripada
dapat memenuhi syarat-syarat yang layak dan berprikemanusiaan

Ciri-ciri  sistem kepenjaraan tersebut dalam perkembangan
selanjutnya oleh masyarakat umum dikatakan bahwa hukuman tersebut
ditentang karena dianggap tidak berprikemanusiaan. Oleh karena tujuan
dari sanksi pidana pada waktu itu hanyalah membuat si pelaku kejahatan
menjadi jera dan menimbulkan kesadaran pada masyarakat atau setidaknya
merasa takut untuk mengulangi berbuat kejahatan lagi.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama
pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964, ketika dalam Konferensi
Dinas Kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964. Adapun orang yang
menentukan gagasan tersebut adalah Dr. Sahardjo SH., yang sebelumnya
gagasan tersebut telah dikemukakan dalam pidato pengukuhannya sebagai
Dr. H.C. di istana negara tanggal 15 Juli 1963.

Bahwasannya kita ketahui bahwa sistem kepenjaraan Indonesia
mempunyai tujuan sebagai berikut :

1) Hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menurunkan derajat serta martabat bangsa Indonesia
dihapuskan

2) Dan menghendaki adanya sistem hukum yang mantap dan lebih

rasional serta berkeinginan agar semua orang memiliki kedudukan yang
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sama di muka hukum dengan lebih memperhatikan segi-segi
kemanusiaan.

Dengan prinsip semacam itu, maka istilah kepenjaraan mengalami
pergeseran nilai, sehingga kini lebih dikenal dengan nama pemasyarakatan
yang mencerminkan kepribadian bangsa indonesia. Kata “Pemasyarakatan”
bila ditinjau dari latar belakang sejarahnya, sebenarnya sudah dibenarkan
sejak tahun 1962 dalam surat-surat edaran tanggal 26 Maret 1962 No. JH.
81/40, oleh kepala jawatan kepenjaraan yaitu Sudarman Ganda Subrata.
Namun penggunaan kata itu hanya terjemah dari resosialisasi. Sehingga
dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di
lembaga (Bandung) diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan, dengan
tujuan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan, yakni dari tujuan
kepenjaraan menjadi tujuan pemasyarakatan.

Fungsi dan Prinsip Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan secara umum sudah diatur
dalam pasal 3 UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang
berbunyi:

Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  warga  binaan
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas
dan bertanggung jawab.”

> Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
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Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk

warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik

dan bertanggung jawab.

Adapun prinsip-prinsip dari Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo,

antara lain :

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan
sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;

Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;

Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat;

Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih
jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, napi dan anak didik harus
dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat;
Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat
sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk
memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu
saja, pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan

produksi;
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7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak
didik harus berdasarkan pancasila;

8) Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan
mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya
sebagai manusia harus dihormati;

9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami;

10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi
rehabilitatif, korektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.’

3. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo
Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo ini terletak di jantung kota

Sidoarjo, tepatnya di Jalan Sultan Agung No.36 arah barat alun-alun

Sidoarjo. Dari jalan raya Sidoarjo kurang lebih 250 Meter menuju arah barat

dan berdekatan dengan kantor DPRD tingkat II, kantor Bupati, Masjid

Agung dan SMU 3 Sidoarjo yang terletak di wilayah kelurahan Magersari

Sidoarjo. Dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo menghadap ke

timur dengan batas-batas yang mengelilinya adalah :

1) Sebelah Timur : Jalan raya Sultan Agung yang di depannya

terbentang luas alun-alun Sidoarjo

2) Sebelah Barat : Jalan Raya DR. Sutomo No.3

% Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010), 136
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3) Sebelah Utara :  Masjid Agung Sidoarjo

4) Sebelah Selatan : Jalan Raya perbatasan antara Jl. DR. Sutomo
dengan JI. Sultan Agung yang di dekatnya berdiri
kantor kabupaten Sidoarjo’

Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Adapun mengenai bangunan Lembaga Pemasyarakatan sekarang,
berdiri di atas tanah kurang lebih 10.000 meter persegi yaitu yang di
atasnya ditempati oleh dua jenis bangunan, satu jenis bangunan utama
Lembaga Pemasyarakatan dan satu lainnya adalah bangunan rumah dinas
karyawan lembaga tersebut yang terletak dibelakang selatan bangunan
utama dengan kapasitas bangunan memuat 488 Narapidana.

Bangunan dari Lembaga Pemasyarakatan mulai mengalami renovasi
sejak tahun 1981 sampai 2002, sedangkan pada tahun 2010-2011 bangunan
LAPAS ini direnovasi total dengan menambah blok kamar untuk para
tahanan yang bertempat di lantai dua.®
Sarana dan Prasana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo

Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo memiliki sarana dan prasana
yang cukup lengkap dari kantor sampai sarana yang berhubungan dengan
keperluan narapidana. Adapun sarana dan prasana tersebut adalah sebagai

berikut :

" Pak Sida Bagian Kaur Umum, wawancara, Sidoarjo, 25 Juni 2012
¥ Ibu Titin Bagian Kaur Umum, Wawancara, Sidoarjo, 25 Juni 2012



1 ruang kantor KALAPAS

1 ruang kantor bendahara

1 ruang kantor TU

1 ruang kantor KEPEG

I ruang Umum

1 ruang Kaur Umum

1 ruang kantor KPLP

1 ruang kantor KAMTIB/ ruang senjata
1 ruang perawatan anak didik
1 ruang kantor BIMPAS

1 ruang kantor Registrasi

2 gudang beras

1 ruang pos jaga

1 ruang pos Koperasi

1 ruang Perpustakaan

1 buah masjid “At-Taubah”

1 ruang kunjungan

1 ruang BIMKER

1 ruang los kerja

2 kamar tahanan wanita

2 kamar untuk Anak
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- 5 buah menara pengawas penjagaan di tiap sudut lokasi LAPAS
- 12 ruang tahanan laki-laki
- 11 kamar narapidana
- 1 sel tapi dibagi 3 ruang sel
- 1 ruang yang terdiri dari 5 sel
- 1 ruang pendidikan dan terdapat sarana tenis meja
- 1 lapangan olahraga
- 1 ruang dapur
- 1 ruang Poliklinik
- 2 kamar mandi (WC)
- 5 buah sumur (S)
- 2 buah motor air (M)
- 4 buah televisi yang ditempatkan di depan gedung LAPAS.’
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo Beserta
Tugasnya Masing-masing
Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.
07. 03 Tahun 1985 Tentang struktur Organisasi dan tata kerja LAPAS,
maka lembaga pemasyarakatan Sidoarjo merupakan salah satu unit
pelaksana teknis pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia yang bertugas menyelenggarakan pembinaan narapidana dan

’ Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, 25 Juni 2012
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bertanggung jawab kepada kantor wilayah Jawa Timur. Dalam tugas-
tugasnya Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh :
a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)
b. Kaur Umum
c. Kaur Kepegawaian dan Keuangan
d. Kasubsi BIMKESWAT
e. Kasubsi Registrasi
f.  Kasubsi Keamanan
g. Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib
h. Kasubsi Sarana kerja
i.  Kasubsi BIMKER dan PHK
Adapun struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Sidoarjo terlampir. "
Kepala lembaga pemasyarakatan dan Kaur-kaur dalam struktur
Lapas mempunyai tugas sebagai berikut :
a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)
Dalam tugas pokok jabatannya menetapkan rencana kerja
LAPAS, Mengkoordinir pembunaan Narapidana, mengkoordinir
bimbingan kerja atau sosial dan rohani, mengkkoordinir penyiapan

sarana dan pengelolaan, mengkoordinir pemeliharaan keamanan,

19 1pid,
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mengkoordinir urusan tata usaha LAPAS, melaksanakan kontrol blok
hunian LAPAS, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan pimpinan.
Kaur Umum

Dalam tugas pokok jabatannya membuat rencabna kegiatan
urusan umum, membuat konsep penyiapan bahan tata naskah, membuat
usulan kebutuhan perlengkapan, melakukan perawatan kendaraan dinas,
gedung dan peralatan serta melakukan WASKAT di lingkungan sub
bagian umum.
Kaur Kepegawaian dan Keuangan

Dalam tugas pokok jabatannya melaksanakan rencana kerja
urusan kepegawaian dan keuangan, melakukan administrasi
pelaksanaan anggaran di lingkungan LAPAS, melakukan administrasi
pembayaran gaji pegawai LAPAS, melaksanakan koordinasi dengan
unit atau lembaga dalam pelaksanaan tugas urusan kepegawaian dan
keuangan serta memberikan penilaian hasil kerja.
Kasubsi BIMKESWAT

Dalam tugas pokok jabatannya membuat rencana kegiatan sub
seksi BIMKESWAT, melakukan pemeriksaan dan pelayanan dan
kesehatan bagi narapidana atau anak didik, melakukan pemeriksaan

badan lingkungan serta pengobatan secara berkala bagi narapidana dan
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anak didik, melakukan penyiapan pemberian makan, pakaian serta
perlengkapan bagi narapidana dan memberikan penilaian hasil kerja
bawahan serta melakukan WASKAT dilingkungan sub seksi
BIMKESWAT.
Kasubsi Registrasi

Dalam tugas pokok jabatannya melaksanakan pendataan,
pengambilan sidik jari dan pemberian nomor registrasi bagi narapidana,
tahanan, anak didik baru, melaksanakan pencatatan pertahapan
pelaksanaan hukuman narapidana atau anak didik dan pengusulan
remisi, melaksanakan WASKAT dilingkungan sub seksi registrasi dan
melaksanakan kelengkapan berkas serta melengkapi berkas narapidana
dan tahanan yang belum lengkap.
Kasubsi Keamanan

Dalam tugas pokok jabatannya melaksanakan penyusunan
konsep jadwal keamanan, melaksanakan pemeliharaan perlengkapan
atau peralatan, melaksanakan prncatatan administrasi narapidana atau
anak didik dan melaksanak pembuatan konsep surat permohona izin.
Kasubsi Pelaporan dan Tata tertib

Dalam tugas pokok jabatannya melaksanakan penerimaan
laporan harian dan berita acara dari satuan keamanan, melaksanakan

pembuatan konsep insentif petugas jaga malam, melaksanakan laporan
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bulanan persediaan senjata api dan alat keamanan serta melaksanakan

WASKAT di lingkungan sub seksi pelaporan dan tata tertib.

h) Kasubsi Sarana kerja
Dalam tugas pokok jabatannya melakukan penyiapan prasarana
dan sarana kerja, melakukan pemeliharaan dan perbaika sarana kerja,
melakukan inventarisasi sarana kerja, dan melaksanakan piket malam.
1) Kasubsi BIMKER dan PHK
Dalam tugas pokok jabatannya melaksanakan seleksi terhadap
narapidana atau anak didik yang akan mengikuti bimbingan kerja
berdasarkan minat, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pelatihan
bimbingan kerja, dan melaksanakan pengelolaan inventarisasi hasil

kerja narapidana.'’

Pelaksanaan Perlindungan Khusus Terhadap Anak di Bawah Umur Terpidana
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo
Dari sekian jumlah penghuni LAPAS di Sidoarjo, Narapidana yang

terkena kasus narkotika berjumlah 220 napi yang terdiri dari 180 napi pria, 36

" Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, 02 Juli 2012
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tahanan pria, 2 napi wanita, 1 tahanan wanita, dan 2 napi anak dibawah umur
serta 5 tahanan anak dibawah umur. Dari jumlah keseluruhan Narapidana dan
tahanan anak dibawah umur yang terkena kasus narkotika, penulis mengambil 3

responden, diantaranya :

Responden A :

“ Nama saya yonatan priyanto. Saya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).
Keluarga saya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, orang tua saya
bekerja sebagai penjual kerupuk. Awal saya menggunakan barang terlarang
karena saya terpengaruh teman bergaul saya di warung kopi. Saat itu saya masih
17 Tahun. Barang terlarang yang saya gunakan adalah pil koplo (LL)”.

Responden B :

“ Saya Afrizal Dwi Septianto, pelajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA),
umur saya baru 16 tahun, tempat tinggal saya di daerah Krian Sidoarjo. Latar
belakang keluarga saya adalah menengah ke bawah, dengan pendidikan orang
tua yang kurang mendukung yakni bapak saya lulusan SMP dan ibu saya lulusan
SD. Awal saya menggunakan barang terlarang tersebut adalah coba-coba, ketika
saya masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Sejak awal mula saya menggunakan
barang tersebut sampai tertangkap pada waktu saya duduk di bangku kelas 1
SMA. Saya sudah kecanduan barang tersebut yang berupa pil koplo (LL)”.

Responden C :

“ Saya M. Nurul Zarluji, saya putus sekolah sejak lulus SD. Umur saya sekarang
17 tahun. Saya sudah bekerja membantu orang tua membuat tempe. Awal saya
menggunakan barang terlarang tersebut karena coba-coba diajak teman yang
juga mengkonsumsi barang terlarang tersebut, berupa sabu-sabu seberat 0,214
gram”.
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Dari ketiga responden diatas, semuanya sekarang berada di LAPAS
Sidoarjo untuk mendapat pembinaan dan pengawasan agar mereka setelah
keluar dari LAPAS Sidoarjo menjadi manusia yang lebih baik dan dapat
diterima oleh masyarakat di lingkungannya.

Tindakan LAPAS Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus
terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban penyalahguna narkotika,
yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani
masa pidana tersebut. Bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak
di bawah umur korban penyalahguna narkotika yang menjalani pidana penjara
adalah :

Untuk masalah pendidikan agama bagi narapidana anak yang muslim
didatangkan guru atau pembimbing dari LSM Sekar Mentari, Majelis Ulama
Indonesia Kabupaten Sidoarjo, KEMENAG Sidoarjo, LDNU Kabupaten
Sidoarjo serta dari petugas LAPAS sendiri, yang mana dilaksanakan setiap hari
di Masjid At-Taubah dengan berbagai macam materi pembinaan. Akan tetapi,
kenyataannya para napi anak maupun dewasa tidak bisa datang secara rutin

setiap harinya dikarenakan kapasitas tempat yang terbatas.
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Tabel 1: Jadwal pembinaan rohani warga binaan pemasyarakatan masjid

“At-Taubah”

NO. HARI MATERI PEMBINAAN NARASUMBER
1 Senin Tafsir Al-Qur’an dan Hadist | LSM Sekar Mentari
2 Selasa Tauhid dan ilmu Figh MUI Kabupaten Sidoarjo
3 Rabu Tauhid dan Akhlak KEMENAG Sidoarjo
4 Kamis Tafsir Al-Qur’an dan Hadist | LSM Sekar Mentari
5 Jum’at [lmu Hadist dan Akhlak LDNU Kabupaten
Sidoarjo
6 Sabtu Tadarrus Al-Qur’an LAPAS Sidoarjo
7 Minggu ISTIGHOSAH LAPAS Sidoarjo

Tabel diatas adalah jadwal kegiatan khusus para napi dewasa,
sedangkan untuk anak-anak, jadwal kerohaniannya hanya membaca al-qur’an
yang dibimbing oleh guru dari LSM Sekar Mentari dan materi pembinaan
akhlak dan hadist. Padahal pembinaan keagamaan yang efektif bagi napi anak
adalah pembinaan yang bersifat dua arah, dimana seorang napi anak lebih
banyak mendengar keluh kesah mereka, sehingga menghasilkan kesadaran
berfikir dari si anak tadi, dan setelah keluar dari LAPAS mereka benar-benar
sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Kegiatan olahraga di LAPAS Sidoarjo terdiri dari senam, voli,
sepakbola, dan tenis meja yang dilaksanakan setiap pagi hari. Kegiatan ini

dilakukan oleh semua narapidana baik dewasa maupun anak-anak.
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Adapun hak-hak narapidana yang harus dipenuhi selama ada di LAPAS

telah ditentukan dalam pasal 14 undang-undang pemasyarakatan, yakni :'>

a)

b)

Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya
Untuk masalah agama, terutama dalam hal beribadah dalam LAPAS
Sidoarjo disediakan sebuah Masjid At-Taubah untuk melaksanakan ibadah
bagi napi dan anak pidana yang beragama Islam, sedangkan bagi napi yang
non muslim belum disediakan tempat untuk menjalankan ibadahnya
maupun mendatangkan seorang guru agama, dikarenakan mayoritas
penghuni LAPAS Sidoarjo beragama Islam .
Berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani
maupun rohani
Di LAPAS Sidoarjo sendiri sudah disediakaan sebuah Klinik tempat
pemeriksaan kesehatan narapidana dewasa maupun anak dan disediakan
juga Dokter untuk melayani pasien yang datang hanya pada waktu pagi
sampai sore sedangkan untuk malam hari waktunya kondisional."’
Sementara untuk perawatan rohani narapidana disediakan petugas

konseling yang juga standby di LAPAS.

Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran

"2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
13 Bapak Khoiron, Wawancara, Sidoarjo, 08 Juli 2012
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Untuk pendidikan bagi anak-anak yang menjalani pemidanaan di
LAPAS Sidoarjo hanya berupa pendidikan mata pelajaran bahasa Inggris
yang dilaksanakan dua hari sekali dalam satu minggu. Kendala yang
dihadapi dalam memberikan pendidikan bagi napi adalah tenaga guru yang
diharapkan tidak bisa mengajar secara maksimal dan tidak semua anak juga
mau mengikuti program pendidikan yang diberikan.

Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Dalam pemeriksaan kesehatan narapidana khususnya anak-anak tidak
dilakukan secara rutin, hanya jika ada napi yang terserang suatu penyakit,
maka barulah dibawah di klinik. Bagi napi yang tidak bisa ditangani
diklinik maka akan dirujuk di Rumah Sakit. Dan juga mendatangkan dari
Dinas Kesehatan dalam waktu tiga bulan sekali untuk tes fisitis yang
berguna untuk mengetahui apakah napi terserang penyakit HIV/ AIDS dan
juga tes urin untuk mengetahui memakai narkotika atau tidak. '

Kesehatan bagi napi anak kasus narkotika , tindakan yang dilakukan
oleh pihak LAPAS Sidoarjo dalam hal penanganan disaat mereka sakau
atau ketergantungan barang terlarang tidak ada, mereka hanya disuruh

untuk berdiam saja dan dibuat tidur untuk menahan sakau tersebut. '

'* Bapak Wahyudi, Wawancara, Sidoarjo, 08 Juli 2012
15 Nurul Zaruji, Wawancara, Sidoarjo, 08 Juli 2012
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Masalah makanan bagi napi juga diperhatikan. Walaupun
makanannya kurang enak, namun mereka diberi jatah makanan yang

cukup yakni tiga kali sehari.

Berhak menyampaikan keluhan
Anak-anak dan narapidana lainnya boleh menyampaikan keluhan pada
petugas di LAPAS Sidoarjo. Mengenai keluhan yang disampaikan, ada
uyang dipenuhi dan ada yang tidak, akan dikaji terlebih dahulu apakah
sesuai peraturan atau tidak. Namun sejauh ini menurut kasubsi
BIMKESWAT, anak-anak tidak menyampaikan keluhan, hanya napi
dewasa yang sering menyampaikan keluhan.
Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media
massa lainnya yang tidak dilarang
Untuk masalah buku, di dalam LAPAS Sidoarjo terdapat
perpustakaan kecil, yang bisa dimanfaatkan oleh para napi dewasa maupun
anak-anak untuk mengisi waktu luangnya. Mereka juga disediakan televisi
untuk menghibur dirinya, namun anak-anak ini harus berbaur dengan
narapidana dewasa jika ingin menonton televisi, karena tidak disediakan
televisi untuk anak-anak. Bukan tidak mungkin mereka akan mendapat

pengaruh yang tidak baik dari napi dewasa saat menonton televisi,
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walaupun ada pengawasan dari petugas, namun keterbatasan jumlah
petugas yang mengawasi menjadi kendala dalam melaksanakan

pengawasan.

Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau
orang tertentu lainnya

LAPAS Sidoarjo sudah menyediakan ruangan khusus bagi napi
termasuk napi anak untuk menerima kunjungan dari keluarganya.

Berhak mendapat pengurangan masa pidana atau remisi,
similasi, pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti (cuti mengunjungi
keluarga dan cuti menjelang bebas)

Anak-anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (baik
syarat umum maupun khusus) berhak memperoleh tahap pembinaan yang
selanjutnya, misalnya mendapat remisi, asimilasi, maupun cuti.

Setiap anak butuh bersosialisasi dalam pertumbuhan dan
perkembangan mereka. Dan untuk dapat tumbuh dan berkembang baik,
anak-anak butuh lingkungan yang baik pula. Namun, hal itu tidak bisa
terjadi di LAPAS Sidoarjo ini, disini anak-anak punya kesempatan banyak
untuk berbaur dengan pelaku tindak kriminal yang lebih dewasa. Sehingga
tidak bisa dipungkiri mereka akan mudah terpengaruh buruk oleh napi

dewasa. Misalnya pada saat menonton televisi, karena dalam LAPAS



74

Sidoarjo hanya ada empat unit televisi yang digunakan bersama oleh napi
dewasa dan anak-anak. Begitu pun saat melakukan kegiatan olahraga,
dimana anak-anak dan narapidana dewas bisa berinteraksi dengan sangat
mudah. Petugas bukannya tidak melakukan pengawasan dalam interaksi
mereka, namun jumlah petugas yang jauh lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah narapidana membuat pengawasan tidak berjalan maksimal
dan efektif.

Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang
menjalani pidana narkotika, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja
tetapi yang yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan
yang baik yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan perlu
adanya upaya rehabilitatif baik yang bersifat medis maupun sosial. Upaya
tersebut belum sepenuhnya terealisasi di LAPAS Sidoarjo. Pembinaan dan
upaya tersebut dilakukan guna untuk kepentingan napi agar setelah keluar
dari LAPAS, anak-anak ini tidak lagi mengulangi perbuatan jahat yang
pernah dilakukan dan dapat menjalani hidupnya yang baru tanpa
mengisakan trauma dari penjara, serta dapat berpartisipasi aktif dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN LAPAS SIDOARJO DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DI BAWAH UMUR
TERPIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002
DAN FIQH SIYASAH

. Analisis Terhadap Pelaksanaan LAPAS  Sidoarjo Dalam Memberikan
Perlindungan Khusus Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika Menurut UU
No. 23 tahun 2002

Pelaksanaan pemberian perlindungan khusus terhadap anak di bawah
umur yang menjadi korban penyalahguna narkotika, yang seharusnya dapat
dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana
tersebut sebagaimana di dalam undang-undang pemasyarakatan. Adapun hak-
hak narapidana tersebut antara lain :
a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b) Berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
c) Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran
d) Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e) Berhak menyampaikan keluhan
f) Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang
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g) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
lainnya

h) Berhak mendapat pengurangan masa pidana atau remisi, similasi,
pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan
cuti menjelang bebas)

Setiap anak butuh bersosialisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan
mereka. Dan untuk dapat tumbuh dan berkembang baik, anak-anak butuh
lingkungan yang baik pula. Namun, hal itu tidak bisa terjadi di LAPAS Sidoarjo
ini, disini anak-anak punya kesempatan banyak untuk berbaur dengan pelaku
tindak kriminal yang lebih dewasa, sehingga tidak bisa dipungkiri mereka akan
mudah terpengaruh buruk oleh napi dewasa. Misalnya pada saat menonton
televisi, karena dalam LAPAS Sidoarjo hanya ada empat unit televisi yang
digunakan bersama oleh napi dewasa dan anak-anak. Begitu pun saat melakukan
kegiatan olahraga, dimana anak-anak dan narapidana dewas bisa berinteraksi
dengan sangat mudah. Petugas bukannya tidak melakukan pengawasan dalam
interaksi mereka, namun jumlah petugas yang jauh lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah narapidana membuat pengawasan tidak berjalan maksimal dan
efektif.

Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjalani
pidana narkotika, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang

yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik yang
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sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan perlu adanya upaya rehabilitatif baik yang bersifat medis maupun
sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu  untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat
kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.! Tetapi,
upaya tersebut belum sepenuhnya terealisasi di LAPAS Sidoarjo, hal ini
dikarenakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif sistem
pemasyarakatan belum diadakan. Tanpa adanya rehabilitasi medis maupun
sosial, narapidana anak dibawah umur tidak akan dapat berintegrasi secara sehat
dengan masyarakat di kehidupannya kelak karena mereka merasa minder pada
dirinya sendiri. Oleh sebab itu, di LAPAS Sidoarjo belum bisa dikatakan
sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan perlindungan khusus bagi
narapidana anak di bawah umur terutama kasus narkotika, padahal di dalam UU
No. 23 tahun 2002 pasal 59 disebutkan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

" Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Narkotika dan Psikotropik , (Bandung :
Nuansa Aulia, 6
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zat adiktit lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Dari isi pasal tersebut, pemerintah dan lembaga negara lainnya termasuk
Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak
yang menjadi korban penyalahguna narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
adikatif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dengan
melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 67 UU No.23 tahun

2002.°

Analisis Pelaksanaan LAPAS Sidoarjo Dalam Memberikan Perlindungan
Khusus Anak di Bawah Umur Terpidana Narkotika Menurut Figh Siyasah
Negara Islam mempunyai tujuan utama yaitu untuk menegakkan dan
melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan
sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya
kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Buat kebajikan dan melarang
berbuat kemunkaran. Namun, di tangan Allah jauhlah akibat semua urusan,

Berdasarkan al-Qur’an pada surat 4 ayat 59 yang artinya :

* Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perlindungan Anak, (Bandung

:Fokus Media, 2011), 22

3 Ibid, 25
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah 1a kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.””

Islam datang untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud
untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial, dan mencegah berbagai bahaya,
maka Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja
mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan
hukuman bagi siapapun yang melakukan kesalahan melanggar hukum.

LAPAS Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di
bawah umur korban penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan
agama yang disebut a/-Khams atau lima prinsip dasar agama, dimana Islam
mengajarkan mengenai manusia memiliki hak a/-Karomah dan hak al-fadilah
dan sunah Rasul adalah Rahmatan Lil Alamin, dimana kemaslahatan atau
kesejahteraan merupakan tawaran utama-utama seluruh manusia dan alam
semesta. Akan tetapi LAPAS Sidoarjo mengabaikan dua dari lima prinsip
agama Islam, yakni :

Hlfzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk

tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya

keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak

112

* Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),
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kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-
wenangan.

Hfzul-agl yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi,
kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan
berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan
akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minum-
minuman keras dan lain-lain.

Kedua prinsip agama Islam tersebut sebenarnya sangatlah penting bagi
terpidana narkotika, yakni dalam melindungi jiwa dan akalnya. Ketika H fzun-
nafs tersebut diabaikan, maka jiwa narapidana terancam karena di LAPAS
Sidoarjo tidak dalam melindungi jiwa para narapidana tidak dilindungi secara
khusus, terbukti dalam hal memberikan upaya perawatan dan rehabilitasi tidak
ada. Sedangkan Hjfzul-aqgl, jika dalam melindungi akal tersebut juga diabaikan
maka akan berakibat vatal bagi para narapidana narkotika, tanpa akal yang
normal manusia tidak bisa berfikir secara sempurna, yang bisa saja
mengakibatkan manusia berbuat kejahatan. Dalam memberikan perlindungan
akal dapat diwujudkan berupa upaya rehabilitasi juga, karena upaya rehabilitasi
juga membantu kesembuhan fisik maupun mental narapidana.

Begitu besar penghargaannya terhadap hak asasi manusia seperti dalam
hal perlindungan (pemeliharaan) jiwa, Allah SWT sampai mengingatkan bahwa

menghabisi jiwa seseorang bagaikan mengakhiri kehidupan masyarakat, dam
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memelihara jiwa seseorang seakan-akan memelihara kehidupan manusia
seluruhnya. Hal inisebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat al maidah

ayat 32 :

oY é?w)‘wwu@‘)ﬁuﬁ)w‘&;ﬂ‘@&L..x.~£-=él]3d.>‘u.a
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Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang
1tu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan
dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia
seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia
semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas,
kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi’

Prinsip kemanusiaan juga menjadi basis dari relasi sosial dalam
kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh berbuat jahat terhadap
orang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu
sama lain, yang kuat memberi perlindungan kepada yang lemah. Seharusnya
pihak aparat pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada korban tindak

kejahatan apapun, misalnya saja tindak kejahatan pembunuhan, pencurian,

penyalah guna narkotika, korupsi dan lain-lain.

170

> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1999),
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Di dalam kaidah-kaidah fighiyyah juga dijelaskan bahwa :

@L,a.d\ IR I
“Menghindari kemafsadatan (kerusakan) dan mendatangkan kemaslahatan”’

Penjelasan dari kaidah ini adalah apabila dalam suatu perkara terlihat
adanya kemafsadatan (kerusakan) maka harus dihindari, sebab kemafsadatan
dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang
lebih besar, karena suatu kemafsadatan yang dihindari dengan sendirinya akan mendatangkan
kemaslahatan.

Sedangkan Kaidah fighiyyah yang khusus di bidang siyasah juga
menyatakan bahwa “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya
bergantung kepada kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang
pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti
keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya. Pemimpin
disini mempunyai cakupan yang luas diantaranya Lembaga Pemasyarakatan
Sidoarjo juga merupakan pemimpin yang menangani tentang pemasyarakatan
dalam melindungi narapidana.

Akan tetapi, kenyataannya LAPAS Sidoarjo belum sepenuhnya
merorientasikan kepada hal tersebut, yakni mementingkan kemaslahatan rakyat.
Hal ini terbukti dalam hal memberikan perlindungan khusus bagi narapidana

anak di bawah umur terpidana narkotika, mereka tidak diberikan upaya

® Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Figih, ( Jakarta : Kalam Mulia, 1992), 10
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rehabilitasi baik medis maupun sosial, padahal upaya rehabilitasi tersebut
sangat dibutuhkan bagi para narapidana narkotika dalam hal kesembuhan
mereka agar tidak kecanduan lagi terhadap barang-barang terlarang.

Oleh karena itu, dengan landasan-landasan tersebut diatas, sebaiknya
pihak LAPAS Sidoarjo lebih mementingkan kemaslahatan rakyatnya

(narapidana) agar tidak terjadi kemafsadatan yang lebih besar.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1y

2)

Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus
bagi anak di bawah umur terpidana narkotika belum terealisasi sepenuhnya,
hal ini dikarenakan sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif sistem
pemasyarakatan belum diadakan. Proses rehabilitasi tersebut ada dua
macam, yakni rehabilitasi medis dan sosial. Padahal dalam UU No.23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan pemerintah dan lembaga
negara lainnya termasuk Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum seperti anak yang menjadi korban penyalahguna
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adikatif lainnya (napza), dan
terlibat dalam produksi dan distribusinya, dengan melalui upaya
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan
masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 67 UU No.23 tahun 2002.

Menurut Figh siyasah Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo LAPAS Sidoarjo
dalam melaksanakan tugasnya melindungi anak di bawah umur korban
penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama yang

disebut a/-Khams atau lima prinsip dasar agama, Akan tetapi LAPAS

84
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Sidoarjo mengabaikan dua dari lima prinsip agama Islam, Hfzun-nafs dan
Hjlfzul-agl. Oleh karena itu, apabila salah satu dari lima prinsip agama
Islam tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan pun tidak akan tercipta

di LAPAS Sidoarjo.

B. Saran
Bagi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sidoarjo dalam melaksanakan
perlindungan khusus sebaiknya lebih di optimalkan, terutama bagi narapidana
anak di bawah umur kasus narkotika dalam hal upaya kesehatan, karena anak
adalah sebagai penerus perjuangan bangsa dan negara. Oleh karenanya, harapan
dari narapidana anak di bawah umur sendiri adalah agar mereka bisa berguna di

lingkungan masyarakatnya sekeluar mereka dari Lembaga Pemasyarakatan.
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